BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan
Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007, perlu mengatur jenjang nilai Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum H. Damanhuri Barabai;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);



Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Negara (Lembar
Negara RI tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar
Negara RI Nomor 5533;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai  Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah;

Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
440/266/45/Tahun 2011 tentang Penetapan Status
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah

H. Damanhuri Barabai.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI

PENGADAAN BARANG /JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI
BARABAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja
pada SKPD di lingkungan Pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLUD
di Unit Organisasinya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa yang sumber dananya bukan berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi, produktifitas dan efektifitas.

Fleksibilitas adalah memudahkan dalam pengelolaan keuangan/barang
BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan

yang berlaku umum dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik

lainnya.



10.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa

Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan

Langsung.

Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
a. Bukti pembelian;

b. Kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. Surat perjanjian; dan

e. Surat pesanan.

Kuitansi adalah tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia

barang/jasa.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD harus dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan efektivitas serta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(1)

Pasal 3

Dalam hal Pengadaaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah H.
Damanhuri Barabai sebagai BLUD yang berstatus penuh diberikan
fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dan/atau seluruhnya dari
ketentuan pengadaan barang dan jasa apabila terdapat alasan efisiensi

dan/atau efektivitas.



(2)

(3)

(4)

Fleksibilitas sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap

pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
dan/atau

c. Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha

lainnya.

Untuk menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih
murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat, serta mudah
menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelayanan BLUD, maka Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pengadaan

Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Ketentuan Pengadaaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 4

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah

terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi

hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi
hibah.

(1)

(2)

Pasal 5

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
berupa lingkup pekerjaan dan jenjang nilai pengadaan yang dilakukan

dengan cara pengadaan langsung.

Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan barang yang terdiri :
1) Perbekalan farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/reagen,
bahan radiologi, alat kesehatan dan alat laboratorium pakai habis);

2) Pengadaan bahan makanan dan makanan/minuman.

b. Pengadaan jasa konsultansi non konstruksi.



(3)

(4)

(9)

(1)

c. Pengadaan jasa lainnya meliputi namun tidak terbatas pada :
1) Jasa boga;
2) Jasa layanan kebersihan;
3) Jasa pengadaan tenaga kerja;
4) Jasa layanan kesehatan;
5) Jasa pendidikan;
6) Jasa pemeliharaan/perbaikan;
7) Jasa keamanan; dan

8) Jasa internet.

Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara
pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai sampai

dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bernilai lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
a. Bukti pembelian untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai

dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Kuitansi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai
sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan/atau

d. Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai

dengan dan/atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah H. Damanhuri Barabai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 16 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 25



